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 “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN 

NAFKAH MAD}IYAH  PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA 

BANYUMAS (Studi Putusan Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”  

ABSTRAK 

Iftiar Fauzi 

NIM : 1617302065 

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) 

Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Dalam penetapan besaran nafkah mad}iyah sering kali terjadi perdebatan, 

hal tersebut di karenakan belum adanya kejelasan atau kepastian perihal aturan 

besaran pemberian nafkah mad}iyah dalam hukum Islam maupun dalam perundang 

– undangan. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang besaran nafkah 

mad}iyah menurut hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam menetapkan 

besaran nafkah mad}iyah pada cerai talak perkara Nomor : 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. 

Sumber data primer yang digunakan adalah salinan Putusan Nomor: 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. sedangkan data sekunder yang digunakan dala 

penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, wawancara dengan salah 

satu majelis hakim pengadilan agama (PA) Banyumas, dan buku-buku atau jurnal 

yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif 

dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif – analitik. 

Terdapat perbedaan pendapat anatara para ulama mengenai besaran nafkah 

mad}iyah. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran dalam 

menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri bersama-sama. 

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa menentukan jumlah nafkah bagi istri 

ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dilihat dari 

bagaimana keadaan istri dan juga tidak diwajibkan membayar nafkah mad}iyah 
kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya. sedangkan 

golongan Syafi‟iyah berpendapat bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah dilihat 

dari kebutuhan melainkan dilihat dari kaya atau miskinnya keadaan suami, 

dimana suami yang kaya ditetapkan wajib memberikan nafkah setiap hari 2 (dua) 

mud ,  bagi yang miskin ditetapkan 1 (satu) mud, sedangkan bagi yang setengah 

mampu ditetapkan 1 1/2 (satu setengah) mud. Dalam perkara Nomor: 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, pertimbangan hakim yakni secara ex officio berhak 

menetapkan jumlah  nafkah yang harus dibayarkan suami. Hakim dalam 

menetapkan jumlah nafkah juga melihat dan mempertimbangkan jumlah gaji,  

keadaan, kemampuan suami, serta tanggungan hidup, di mana hakim menilai dari 

kemampuan aktual dan kemampuan potensial dari sang suami dalam 

mendapatkan penghasilan untuk membayar nafkah yang sudah dibebankan Hakim 

kepadanya. 

Kata kunci: Besaran Nafkah, Nafkah Mad}iyah , Penemuan Hukum 



 

vi 

 

MOTTO 

 

 

 

“Berproses lambat bukan berarti gagal. Tergesa-gesa juga belum tentu 

berhasil. Intinya adalah ketekunan, berdoa, berusaha dan percaya bahwa 

Janji Allah itu Pasti. KUN FAYAKUN” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te خ

 |S|a s ز
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 {h} h ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha‟ Kh Ka dan ha ر

 Dal D De د

 |Z|al z ر
Ze (dangan titik di 

atas) 

 Ra‟ R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy Es dan ye ػ

 {S}ad s ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 {D}ad d ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 {T}a’ t غ
Te (dengan titik di 

bawah) 

 {Z}a’ z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 „ ain„ ع
Koma terbalik di 

atas 

 Gain G Ge ؽ

 Fa‟ F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L „el ي

َ Mim M „em 

ْ Nun N „en 

ٚ Waw W W 

ٖ Ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

ٞ Ya‟ Y Ye 

B. Ta’ Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

ظَاػَحََ  Ditulis Ar-Ro>d}o>’ah اٌشَّ

َاٌّع١ح
Ditulis Al- Mad}iyah 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

C. Vokal Pendek 

---َََ--  Fath^ah Ditulis A 

---ََِ--  Kasrah Ditulis I 

---ََُ--  D}’ammah Ditulis U 

D. Vokal Panjang 

1. Fath^ah + alif Ditulis a> 

ا  َّ ُٙ  <Ditulis Bainahuma ت١ََْٕ

ٍِذَا  ١ُّْٔصْ  <Ditulis Ayyus}lih}a اَ

ٌِذاَخَََُٚ  ا َٛ ٌْ ا  Ditulis Wa>lwa>lida>tu 

2.  Kasrah + ya‟mati Ditulis i> 

 Ditulis Kho’bi>ro>n خَث١ِْشًا 

 ََٓ رم١ًِْ ُّ ٌْ  Ditulis Al-muttaqi>na ا

3 D}’ammah + wawu mati Ditulis u> 

ٌُٛد َ  ْٛ َِ  Ditulis Maulu>dun 

 َْٚ ؼْشُ َّ ٌْ فَِتِا  Ditulis Bi>lma’ru>fi 
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E. Vokal Rangkap 

1. Fath^ah + ya’ mati Ditulis Ay 

 َِٓ ١ٌَْ ْٛ  Ditulis َHaulaini دَ

آ  َّ ِٙ  <Ditulis ‘Alaihima ػ١ٍََْ

F. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

جَايَُ  Ditulis Ar-Rija>lu اٌَشِّ

 <Ditulis An-nisa إٌِّغَآ

2. Bila diikuti huruf Qomariiyyah 

َْٛ ٌُ ْٛ َّ ٌْ دَِا  Ditulis Al- Maulu>di 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian adalah emergency exit di mana kerukunan sudah tidak 

ditemukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat 

bagi keduanya (suami istri).
1
 Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah 

pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim 

atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
2
 

Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai 

gugat. Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan 

yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak istrinya 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 

meliputi tempat tinggal termohon.
3
 Cerai Gugat yaitu cerai yang diajukan oleh 

istri di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Gugatan 

perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan 

yang menjadi dasar gugatannya.
4
 

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan 

                                                           
1
Nurul Huda Haem, Indahnya Perceraian , (Jakarta Selatan:Best Media Utama,2010), 

hlm.27. 
2
P.N.H.Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia(Jakarta:Pustaka Djambatan, 

2007),hlm. 53.  
3
Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta:Graha 

Ilmu,2011),hlm.24. 
4
 Mardani, Hukum Perkawinan, hlm.25. 
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ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Pengadilan secara 

efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya 

perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada 

cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami istri.
5
  

Ketika perceraian diajukan oleh seorang suami, ada beberapa hal yang 

masih harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri atau mantan 

istri boleh menuntut untuk memintanya terkait dengan nafkah. Seperti yang 

diatur dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 241 : 

رمًَِ ُّ ٌْ فَِدَماًَػٍَََٝا ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ راَع َتِا َِ طٍََّمدَِ ُّ ٍْ ٌِ َََٚٓ ١ْ  
“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi 

Mut’ah  menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang 

yang bertakwa”.
6
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi perempuan yang telah ditalaq 

atau dicerai pembiayaan hidup dengan ma’ruf (suatu hak bagi orang yang 

berbakti). Menurut pendapat Hazairin, apabila seorang wanita dicerai oleh 

suaminya sedangkan dia adalah orang yang dapat digolongkan kepada wanita 

yang berbakti artinya perceraian itu tidak dapat disalahkan sebagai akibat dari 

polah wanita itu, maka dia berhak mendapat biaya selama hidupnya dari 

suaminya itu, selama dia belum atau tidak kawin lagi dengan orang lain.
7
 

Dan dalam hadis riwayat Bukhari no.5364 disebutkan : 

فَِ ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ ٌَذنََِتِا َٚ َ َٚ ا٠ََىْف١ِْهَِ َِ  خُزَِٞ

                                                           
5
 Mardani, Hukum Perkawinan, hlm.24. 

6
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

(UI-Press),1989),hlm.131. 
7
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia ... ,hlm.131.  
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“Ambilah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-

anakmu dengan cara yang baik.”
8
 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu 

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban 

untuk:  

1. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang 

atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul,  

2. Memberi nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama Iddah, 

kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba’in atau nusyus dan dalam 

keadaan tidak hamil, 

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila 

qobla al dukhul, 

4. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun. 

Salah satu kewajiban suami pasca cerai talak adalah kewajiban 

memberikan nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang 

berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-

lain.
9
  

  

                                                           
8
Rendra Widyakso,“Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”, Penelitian Individual 

(Semarang: Pengadilan Agama), hlm.02. 
9
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta Timur: Pusaka al-Kautsar,2005).hlm.383. 
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Ada tiga jenis nafkah, yakni : 

1. Nafkah Mad}iyah 

Nafkah Mad}iyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas 

seorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang 

telah lalu.
10

  

2. Nafkah Iddah 

Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami ke 

mantan istri pada tenggang waktu sesudah jatuh talaq, dalam waktu mana 

pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.
11

 

3. Nafkah Mut’ah 

Nafkah Mut’ah adalah pemberian semacam uang hiburan kepada 

bekas istri apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. 

Dalam perceraian yang demikian si suami memberikan sejumlah uang 

untuk sekali itu saja kepada bekas istrinya. Ini disebut uang hiburan, 

karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan si istri.
12

 

Namun dalam kasus cerai talak, kebanyakan istri yang diceraikan oleh 

suaminya hanya meminta nafkah Iddah dan nafkah Mut’ah saja, selebihnya 

tidak mengetahui bahwa hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut, salah 

satunya menuntut persoalan nafkah mad}iyah. Dalam hal ini nafkah mad}iyah 

merupakan nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya 

                                                           
10

Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono,dkk, “Nafkah Madhiyah Dalam Perkara 

Peceraian”, Fakultas Hukum Brawijaya, hlm.02. 
11

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia ... , hlm.122. 
12

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia ... ,hlm.132. 
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pernikahan namun hingga cerai belum terbayarkan maka istri berhak menuntut 

pada saat proses perceraian di hadapan Hakim pada saat persidangan. 

Salah satu kasus perceraian talak yang menggugat permohonan nafkah 

mad}iyah adalah kasus cerai talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA. Bms di 

pengadilan agama Banyumas. Kasus tersebut menjadi menarik karena istri 

menuntut nafkah mad}iyah yang memberatkan suami. Dimana suami hanya 

lulusan Sekolah Lulusan Tingkat Atas (SLTA) dan bekerja sebagai Karyawan 

Swasta. Sedangkan istri pendidikan terakhir sampai Sekolah Lulusan Tingkat 

Atas (SLTA), tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Dengan status 

pekerjaan suami yang hanya sebagai karyawan swasta, suami merasa 

keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan yang 

dituntutkan oleh sang istri. Keberatan tersebut disampaikan oleh mantan suami 

di hadapan hakim secara lisan dan secara tertulis. Di mana istri menuntut 

nafkah Iddah, Mut’ah, Mad}iyah , dan nafkah Anak, dengan rincian Iddah 

sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), Mut’ah sebesar Rp. 

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Mad}iyah dari bulan Januari 2020 

sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 3.500.000,-/bulannya dengan total Rp. 

35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan biaya pembiayaan anak sebesar 

Rp. 1.500.000,-/bulan sampai anak berumur 12 (dua belas) tahun. Kemudian 

di dalam putusan Hakim telah memutus menjadi, Iddah selama 3 (tiga) bulan 

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut’ah sebesar Rp. 3.000.000,-  

(tiga juta rupiah), Mad}iyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan 

pembiayaan anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan 
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secara berkelanjutan dan setiap tahun bertambah 20% hingga anak dewasa, di 

luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim telah mempertimbangkan 

keberatan suami namun tetap memperhatikan hak istri dalam memberikan 

putusan terkait besaran nafkah mad}iyah.  

Pada prakteknya, seringkali terjadi perdebatan perihal besaran nafkah 

mad}iyah yang harus diputuskan oleh Hakim. Belum adanya kejelasan atau 

kepastian perihal nafkah mad}iyah dalam perundang-undangan sehingga 

diperlukan kajian terhadap nafkah mad}iyah. Oleh karena itu, peneliti merasa 

perlu untuk meneliti lebih dalam dan kemudian dijadikan sebuah karya tulis 

ilmiah berupa skripsi tentang bagaimana pengaturan pemberian besaran 

nafkah mad}iyah yang harus diberikan oleh mantan suami ke mantan istri dan  

bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah mad}iyah 

dalam memutus  perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Maka selanjutnya 

peneliti mengambil judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENENTUKAN BESARAN NAFKAH MAD}IYAH  PADA CERAI 

TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Putusan 

Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms)”. 

 

B. Definisi Oprasional 

Berikut definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang 

digunakan penelitian. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari 

terjadinya peyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini 

lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa di antaranya yaitu: 
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1. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan Hakim terdiri dari dua kata yaitu pertimbangan dan 

hakim. Pertimbangan dapat diartikan sebagai pendapat tentang baik dan 

buruk.
13

 Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 
14

 Pertimbangan hakim 

atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim 

sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus 

perkara.
15

 Pertimbangan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

pertimbangan hakim untuk memutus besaran nafkah mad}iyah dalam 

putusan No. 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

2. Nafkah Mad}iyah 

Nafkah mad}iyah merupakan istilah yang digunakan pada putusan 

Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan 

mengenai nafkah lampau, Nafkah mad}iyah dikenal juga dengan istilah 

nafkah tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah yang tak terbayarkan.
16

 

Nafkah mad}iyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seorang 

yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.
17

 

Nafkah mad}iyah yang dimaksud di sini yakni nafkah lampau yang tidak 

diberikan suami kepada istri dan pada saat suami menjatuhkan talak di 

                                                           
13

Https://kbbi.web.id/pertimbangan(diakses tanggal 8 Agustus 2020, pukul 12:10 WIB) 
14

Kitab Lengkap KUHPER,KUHP,Dan KUHAP(Yogyakarta:Laksana,2014).hlm.576. 
15

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung:PT Citra Aditya 

Bakti,2007), hlm.212. 
16

 Salma, Elfia dan Afifah Djalal, Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan Anak (Analisis 
Putusan Hakim Tentang Nafkah mad}iyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat) dalam 

Istinbath: Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram. 
17

Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono,dkk, Nafkah Madhiyah Dalam ..., hlm.02. 

https://kbbi.web.id/pertimbangan
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pengadilan, dalam konteks penelitian ini, gugatan nafkah mad}iyah dalam 

perkara cerai talak Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.  

3. Cerai Talak 

Cerai Talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan 

yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak 

istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang daerah 

hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
18

 Yang dimaksud cerai talak 

di sini yakni talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dalam putusan 

Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Penentuan Besaran Nafkah 

Mad}iyah? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah 

Mad}iyah  pada Cerai Talak Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dalam 

penentuan besaran nafkah mad}iyah. 

                                                           
18

 Mardani, Hukum Perkawinan, hlm.24. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan 

besaran nafkah mad}iyah pada cerai talak perkara Nomor 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 

manfaat. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua prespektif, yaitu 

secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran baru bagi Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. 

KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syari‟ah 

Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang 

pemikiran untuk penelitian lanjut baik sebagai bahan awal maupun 

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang 

berhubungan dengan pemberian nafkah mad}iyah  pasca perceraian.  

b. Secara Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan 

penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban 

atas permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya, diharapkan 

penelitian ini bisa membantu dan memberikan masukan kepada semua 
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pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait 

tentang pemberian besaran nafkah mad}iyah. 

E. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai nafkah bukanlah hal baru, karena sudah banyak 

sekali pembahasan yang mengangkat pembahasan tersebut. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan 

antara lain: 

1. Fahchurizal Ahzani “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017PA.Ngj tentang 

pembayaran nafkah Madiyah, Mut’ah, dan nafkah Iddah sebelum 

mengucap ikrar talak. Skripsi yang dibahas oleh mahasiswa Program 

Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo ini membahas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan Hakim berdasarkan hukum serta alasan 

yang kuat dalam memutus pembayaran nafkah Madiyah, Mut’ah, dan  

nafkah Iddah sebelum pengucapan ikrar talak serta dampak dari putusan 

hakim tentang membayar nafkah Madiyah, Mut‟ah dan nafkah Iddah 

sebelum pengucapan ikrar talak.  

2. Fauziah Mardiana “Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran 

Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak”. Skripsi yang 

dibahas oleh mahasiswa Program studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah 

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri ini 
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membahas mengenai bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya 

nafkah Iddah dan Mut’ah pada perkara cerai talak dan upaya hakim 

dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah Iddah dan Mut‟ah pada 

perkara cerai talak.  

3. Fani yulianti fauziyah “Tinjauan hukum islam Mengenai Gugatan 

Terhadap nafkah Lampau Anak yang dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 608/AG/2003)”. Skripsi yang dibahas oleh 

Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini membahas mengenai 

dasar dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus 

perkara mengenai nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya serta 

bagaimana pandangan hukum islam menyikapi nafkah lampau anak yang 

dilalaikan oleh ayahnya.  

4. Salma, Elfia & Afifah Djalal “Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan 

Anak (Analisis Putusan hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada 

Pengadilan Agama di sumatera Barat). Jurnal Istinbath, journal of Islamic 

Law/Jurnal Hukum Islam ISSN 1829-6505, Vol.16 , No.1.p.1-264 yang 

dibahas oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol 

Padang ini membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan 

putusan Hakim di seluruh Pengadilan Agama Sumatera Barat tentang 

nafkah Madhiyah yang dilalaikan oleh suami . Perbedaan putusan tersebut 

menyebabkan hak-hak istri dan anak terhadap nafkah menjadi terabaikan.   



12 
 

 
 

5. Mansari & Moriyanti “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah 

Istri Pasca Perceraian”. Jurnal Gender Equality:International Journal of 

Child and Gender Studies Vol.5, No.1, Maret 2019 yang ditulis oleh 

Dosen Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam & Dosen Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh membahas 

tentang sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah Iddah dan nafkah 

Madhiyah istri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan 

menggunakan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan 

nafkah dengan menggunakan hak ex officio (kewenangan dalam 

jabatannya) meskipun tidak diminta oleh istri dalam gugatannya 

(rekonvensi) dan perealisasian nafkah yang ditetapkan dalam putusan 

dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah Iddah 

maupun nafkah Madhiyah dalam putusan. 

Dari beberapa kajian pustaka di atas memiliki tema kajian yang sama 

yaitu membahas mengenai nafkah suami setelah bercerai, semua penelitian 

tersebut memiliki masalah masing-masing dan belum ada yang membahas 

tentang berapa besaran nafkah yang harus diberikan mantan suami setelah 

perceraian. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang berapa besaran 

nafkah yang harus diberikan mantan suami ke mantan isteri setelah bercerai 

terutama pada nafkah mad}iyah dengan menganalisis Putusan Nomor 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Hal ini menjadikan bahwa permasalahan yang 

akan peneliti bahas dan teliti sangatlah berbeda dengan masalah-masalah yang 

sudah diteliti sebelumnya. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini, peneliti akan membagi empat bab 

dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:  

Bab Pertama berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka 

acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini 

tersusun terdiri dari: latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua berisi nafkah, nakah mad}iyah, dan penemuan hukum 

hakim. Dalam bab ini peneliti akan membahas secara umum tentang 

pengertian nafkah , nafkah mad}iyah menurut hukum islam, dan teori mengenai 

penemuan hukum hakim.  

Bab Ketiga berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini peneliti 

membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, serta analisis data. 

Bab Keempat berisi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Meliputi profil Pengadilan Agama Banyumas, 

gambaran kasus/duduk perkara, putusan dan pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara serta dasar hukum hakim dalam menentukan besaran nafkah 

mad}iyah  perkara Nomor 1364/Pdt.G/PA.Bms.  

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan , saran-saran. 

Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam 

menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil peneliti, 
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kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama 

kepada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun 

pemahaman publik.  
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BAB II 

KONSEP NAFKAH, DAN PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN 

HAKIM 

A. Nafkah 

1. Pengertian Nafkah 

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari kata “ محٌٕفا ” 

yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” 

ataupun “pengeluaran uang”.
19

 Sedangkan nafkah secara terminologi 

adalah kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban istri dalam 

menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan, apabila 

suaminya kaya.
20

 Jadi nafkah merupakan semua biaya pembelanjaan atau 

pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok 

yang dibutuhkan, dari seseorang kepada orang yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Kewajiban memberikan nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, 

yaitu: istri dengan sebab perkawinan, kerabat karena nasab dan hamba atau 

orang lainya karena sebab penguasaan.
21

 Nafkah merupakan kewajiban 

suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, apabila seseorang dikatakan 

memberikan nafkah membuat harta-benda yang dimilikinya menjadi 

berkurang karena digunakan untuk kepentingan. Bila digabungkan dengan 

perkawinan mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya 

                                                           
19

 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Kamus Bahasa Arab - Indonesia), cet ke-14 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449. 
20

 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah (Beirut: Darul Fikr, 2006), Juz II, hlm.539. 
21

 Mardani, Hukum Perkawinan, hlm. 75. 
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untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi 

berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib 

dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.
22

 

Adapun syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya yaitu
23

: 

a) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, apabila akad nikah 

mereka masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah 

dari suaminya. 

b) Istri telah sanggup melakukan hubungan suami-istri. 

c) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak 

suami.  

2. Dasar Hukum Nafkah 

Nafkah telah diatur dalam Islam(Al-Quran dan Hadis), adapun 

yang menjadi dasar disyariatkannya nafkah diantaranya : 

a) Surat Al-Baqarah ayat 233: 

َََٚ َٓ ٠َشُْظِؼْ ٌِذاَخُ ا َٛ ٌْ َِٓاََا ١ٌَْ ْٛ َدَ َّٓ ُ٘ لََدَ ََِْٚٓ ١ٍَْ ِِ ٠َََُّوَا ْْ َأَ َأسََادَ ْٓ َّ ٌَِ َُّ رِ

َ ظَاػَحَ َاٌشَّ  َََْٛ ٌُ ْٛ َّ ٌْ َا ػٍََٝ ََْٚٚ ؼْشُ َّ ٌْ َتِا َّٓ ُٙ ذُ َٛ وِغْ َٚ َ َّٓ ُٙ َسِصْلُ ٌََُٗ َدِ َفِ لَََََ 

اَ َٙ عْؼَ ُٚ َ َإلََِّ َذىٍََُّفََُٔفْظ  َ٘اََ  ٌَذِ َٛ تِ  َ ٌِذجَ ا َٚ َ ََلَََذعَُاسَّ ِٖ ٌَذِ َٛ ٌُٛد ٌَََُٗتِ ْٛ َِ لَََ ََٚ  ََ

ٌِهََ َرََٰ ًُ ثْ ِِ اسِزَِ َٛ ٌْ ػٍَََٝا ََٚ  َََِِّ َذشََاضٍَ ْٓ َأسََاداََفصَِالًََػَ ْْ سٍَفَإِ ُٚ ذشََا َٚ اَ َّ ُٙ ْٕ

اَ َّ ِٙ َأسَََََّ َفَلَََجَُٕاحََػ١ٍََْ ْْ إِ ََٚ ُْ َفَلَََجَُٕاحََػ١ٍََْىُ ُْ لََدوَُ ْٚ َذغَْرشَْظِؼُٛاَأَ ْْ َأَ ُْ ُ دْذ

َ ُْ ُ ر ّْ ؼْشُٚفَِإِراََعٍََّ َّ ٌْ َتِا ُْ ُ اَآذ١َْر ََِ  َََ َْ ٍُٛ َّ اَذؼَْ َّ َتِ َ َاللََّّ َّْ ٛاَأَ ُّ اػٍَْ َٚ َ َ اذَّمُٛاَاللََّّ َٚ
 تَص١ِشَ 

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena 

                                                           
22

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan,(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165. 
23

 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh: Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143. 
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anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 

anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila 

keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagimu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.
24

 

 

b) Surat at-Thalaq ayat 6: 

َْٛ َِِّأعَْىُِٕ َ ُْ ُ ْٕر َعَىَ َد١َْسُ ْٓ ِِ َ َّٓ َُُّ٘ٚ َ َْٓ َّٓ ُ٘ ٚ َذعَُاسُّ لََ َٚ َ ُْ جْذِوُ

ٌَِْٛرع١ََُِّ َمُ َّٓ ِٙ َاػ١ٍََْ  َََْْ إِ ََََّٚٓ ًٍََأُٚلََخََِوُ ّْ َََّٓدَ ِٙ اػ١ٍََْ ْٛ فِمُ ْٔ َ َََٰٝفَؤ َدَرَّ

ََٓ ٠ََََّٓعَؼْ ُٙ ٍَ ّْ ََدَ  ََََٓ َأسَْظَؼْ ْْ ََُْفَإِ ٌَََّٓىَُ ُ٘ َََّٓفَآذُٛ ُ٘ سَ ْٛ َََْٚ ََأجُُ شُ ِّ أذَْ َاَٚ

َُْ ؼْشُٚفٍََت١َْٕىَُ َّ َََْْ ََتِ إِ ََٰٜذؼََاََٚ َفَغَرشُْظِغٌَََُُٗأخُْشَ ُْ ُ  عَشْذ
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.
25

 

 

c) Surat at-Thalaq ayat 7: 

َ ِٗ َعَؼَرِ ْٓ ِِّ َ َعَؼَحٍ ْٚ ْٕفِكَْرُ ُ١ٌَِ  َََُٗ اَاذََٰ َّّ ِِ ْٕفِكَْ ُ١ٍْ َفَ َسِصْلُُٗ ِٗ َلذُِسََػ١ٍََْ ْٓ َِ َٚ
َُ اََ َاللَّه َٙ ذَٰ اَاَٰ َِ َ ََُٔفْغًاَاِلََّ َُتَؼْذََػُغْش٠ٍَُّغْشًاََ َل٠َََىٍَُِّفَُاللَّه َاللَّه ًُ  ع١ََجْؼَ

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah 

menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan 

(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
26

 

  

                                                           
24

 Sekertaris Jenderal Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bogor: 

Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI), hlm. 48. 
25

 Sekertaris Jenderal Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya hlm. 819. 
26
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Tidak hanya hanya di dalam Al-Quran saja yang membahas 

mengenai nafkah, ada beberapa hadis yang membahas mengenai nafkah, 

diantaranya  : 

a) Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah r.a  27 

َ ْٓ َلَايَ:أخَْثشَََٟٔأتََٟػَ ٍَ شَا ِ٘ َ ْٓ َػَ َٟ ٠ََذْ َدَذَّشََٕا شََّٕٟ ُّ ٌْ َا ُٓ ذتُْ َّّ ذَ ُِ دذشَٕٟ

َ  ً َسَجُ َْ َعُف١َْا َأتََا َّْ َإِ ،ِ َاَللََّّ َسَعُٛيَ ٠ََا َلَاٌَدْ: َػُرثَْحَ ْٕدَ َتِ ْٕذَ ِ٘ َ َّْ َأَ ػَائِشَحَ

َأخَََ ا َِ َ َإِلََّ ٌَذٞ َٚ َٚ َ ِٟٕ ٠ََىْف١ِ ا َِ َ ٠َؼُْط١ِِٕٟ ١ٌَْظَ َٚ َ ، َلَََشَذ١ِخ  ُٛ َ٘ َٚ َ ُْٕٗ ِِ َ زْخُ

.َفَمَايَ: ُْ ؼْشُٚفِ((َ)سٚاَٖاٌثخاسٞ( ٠ؼٍََْ َّ ٌْ ٌَذنََِتِا َٚ َٚ ا٠َىَْف١ِهَِ َِ َ ْٞ  ))خُزِ
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna 

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; 

Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa 

Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak 

memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika 

aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." 

Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk 

memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang 

ma‟ruf”. (HR Bukhari)  

 

b) Dalam kitab Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Sunan Abi Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani yakni 
28

 

َِلَاَيََ ّٞ ٌْمش١َُْشِ ٠َحََا ِٚ ؼَاَ ُِ َ ْٓ َلَاَ:َػَ َُ عٍََّ َٚ َ ِٗ َاللهَِػ١ٍََْ يَُاللهَِصٍََّٝ ْٛ أذ١ََْدَُسَعُ

يَُفَِِٝٔغَاَءََٔاَ؟َلَاَيََ:َيََ ْٛ اَذمَُ َِ ٍْدَُ َ:َفَمُ َْ َ ْٛ اَذؤََْوٍُُ َّّ ِِ َ َّٓ ُ٘ َ ْٛ ُّ أغَْؼِ

ََْ ْٛ اوْغُ َُّٕ٘ضَ,ََٚ َ ْٛ لَََذمَُثِّذُ َٚ َ َّٓ ُ٘ ْٛ لََذعَْشِتُ (َأتٛداٚدَسٚاٖ)َٚ  
Dari Mu‟awiyah Al-Qustairi, ia berkata : aku pernah datang 

kepada rasulallah SAW, Mu‟awiyah berkata: lalu aku bertanya: 

apa yang engkau perintahkan (ya Rasulallah SAW) tentang istri-

istri kami? Rasulallah SAW bersabda: Berikanlah mereka itu 

makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian 

dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan 

janganlah mereka itu kamu jelek-jelekkan. (HR. Abu Daud) 

                                                           
27

 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah 

al Bukhariَ ,  Sahih al-Bukhari, Hadis ke 5364, Juz III, (Maktab al-Buhusi wa ad-dirasati wa at-

tawsiiqi fii Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), hlm. 237. 
28

 Sunan Abi Dawud bin Sulaiman bin Al-Asy‟ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: 

Maktabah Al-Ashriyah, 2009), No.Hadis 2144, Juz 2, hlm.245. 
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3. Macam - Macam Nafkah 

Adapun macam-macam nafkah yang berhak diterima istri setelah 

putusnya perkawinan, yakni : 

a) Nafkah Iddah  

Kata Iddah  jama‟nya adalah „iddad‟ yang artinya 

“menghitung” atau “hitungan‟
29

 sebab Iddah pada hakikatnya adalah 

bilangan dan hitungan baik bilangan haid atau suci atau bilangan 

bulan. Secara etimologis Iddah berarti nama bagi suatu masa bagi 

seorang wanita menunggu perkawinan selanjutnya setelah wafatnya 

suami atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya baik cerai 

hidup atau cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 

rahimnya. 
30

  

Nafkah Iddah sendiri memiliki arti menafkahi mantan istri 

selama masa Iddah (perceraian terjadi karena ikrar talak sang suami). 

Nafkah Iddah adalah hak istri karena di cerai suami yang masih hidup 

dan sudah pernah digauli. Lain halnya jika suami belum pernah 

menggauli, maka tidak wajib Iddah serta menafkahinya (mantan 

istri).
31

 Imam Syafi‟i berkata bahwa beliau tidak mengetahui ada orang 

yang berselisih di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang ditalak dan 

                                                           
29

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam ... , hlm. 303. 
30

 Ainur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: 

Kencana, 2004), hlm. 20. 
31

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟I, Cet.1 (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 51. 
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dapat dirujuk oleh sumainya, dimana suami berkewajiban memberi 

nafkah dan tempat tinggal. 
32

 

Jumlah nafkah bagi wanita yang telah dicerai yaitu setara 

dengan kebutuhannya saat masih bersama suami. Apabila nikah fasakh 

disebabkan susunan atau aib, maka istri berhak mendapatkan tempat 

tinggal pada masa Iddah . Hal ini tidak termasuk wanita yang cerai dari 

nikah fasid atau wat‟i shubhat karena wanita tersebut tidak melalui 

nikah yang sah.
33

 Imam Syafi‟i berkata bahwa ada kemungkinan 

perintah Allah SWT untuk menempatkan mereka dan tidak keluar baik 

siang atau malam, bukan karena suatu makna selain makna udhur 

(halangan).
34

 

b) Nafkah Mut’ah  

Mut’ah merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada 

istrinya yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah nafkah 

sesuai dengan kemampuannya.
35

 Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum 

Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak 

mengakibatkan mantan suami diwajibkan untuk memberikan Mut’ah 

yang layak kepada mantan istri yang diceraikannya baik berupa uang, 

benda, tetapi jika mantan istrinya terbukti qobla dukhul. Dan di dalam 

pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syarat qobla 
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 Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi‟I , Ringkasan Al-Umm , Jilid 5 (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2008), hlm. 601. 
33

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟I, ….  hlm. 54. 
34

 Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi‟I , Ringkasan Al-Umm , … hlm. 599. 
35
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hlm. 57. 



21 
 

 
 

dukhul  dan syarat Mut’ah yang wajib diberikan oleh mantan suami 

apabila belum ditetapkan mahar bagi istri dan perceraian tersebut 

merupakan kehendak suami / cerai talak.  

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan 

dalam pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka hukum 

memberikan Mut’ah oleh mantan suami ke mantan istri hukumnya 

sunnah. Dan untuk pemberian besaran Mut’ah tidak ditentukan secara 

mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Di dalam 

pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di jelaskan juga bahwa pemberian 

besaran Mut’ah harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi/pekerjaan 

sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan , artinya bahwa 

besarnya Mut’ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam 

mendapatkan mahar dari suaminya.  

Dalam kewajiban memberi Mut’ah itu terdapat beberapa 

pendapat di kalangan ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa 

Mut’ah itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya itu adalah firman Allah 

dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241. 
36

  

ََٓ رم١ًِْ ُّ ٌْ فَِدَماًَػٍَََٝا ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ راَع َتِا َِ طٍََّمدَِ ُّ ٍْ ٌِ َٚ  
“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah 

diberi Mut’ah  menurut cara yang patut, sebagai suatu 

kewajiban bagi orang yang bertakwa”. 

 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa Mut’ah itu hukumnya 

sunnah, karena kata “ََٓ رم١ًِْ ُّ ٌْ  di ujung ayat tersebut menunjukan ”ا

                                                           
36
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hukumnya tidaklah wajib. Golongan lain mengatakan bahwa 

kewajiban memberi Mut’ah itu berlaku dalam keadaan tertentu. 

Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang 

mentalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak 

ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah (2) 

ayat 236. Jumhur berpendapat bahwa Mut’ah itu hanya untuk 

perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti Thalaq , kecuali 

bila mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul. 
37

 

c) Nafkah Anak 

Di dalam hukum islam, nafkah anak erat hubungannya dengan 

hadhanah . Hadhanah yakni pemeliharaan anak laki-laki dan 

perempuan yang masih kecil atau dungu yang tidak dapat 

membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga 

kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan 

dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak 

dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya. 
38

 

Dalam tatanan hukum Indonesia etap merujuk pada Pasal 80 

ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa 

nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan 

pemdidikan anak ditanggung oleh ayahnya. Pasal 80 Kompilasi 

Hukum Islam ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadinya 

perceraian, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur 
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 Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 260. 



23 
 

 
 

tentang nafkah setelah perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah 

anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika kedua 

orang tua belum bercerai maupun setelah bercerai. 

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan juga Pdalam Pasal 156 

huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya 

hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut 

kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia dua 

puluh satu (21) tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat 

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan 

dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 

d) Nafkah Mad}iyah   

Nafkah artinya belanja,  mad}iyah  yang berasal dari kata 

اظِٟ) َِ )َ , yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.
39

 Sedangkan 

dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “lampau” memiliki dua 

makna, yakni lalu, lewat, dan lebih, sangat.
40

 Nafkah mad}iyah  adalah 

belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami 

kepada istri selama masa pekawinan berlangsung.
41

 Seperti yang telah 

diketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan 

adanya hak dan keajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban 
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suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi 

nafkah baik berupa makanan, pakaian , maupun tempat tinggal.   

Nafkah mad}iyah  merupakan istilah yang digunakan pada 

Putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu 

putusan mengenai nafkah lampau. Nafkah mad}iyah  dikenal juga 

sebagai nafkah tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah tak 

terbayarkan.
42

 Nafkah mad}iyah terjadi karena belum ditunaikannya 

suami memberi nafkah kepada istri yang berlangsung lama sehingga 

menyebabkan istri mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dirinya dan anaknya. Kewajiban memberi nafkah  akan gugur apabila 

terjadi perceraian suami telah meunaikan kewajibannya membayar 

nafkah mad}iyah  yang menjadi hutang terhadap istrinya, kemudian istri 

membebaskan nafkah yang menjadi hutang, telah habis masa iddah . 

dan ketika anak sudah di anggap mampu menghidupi dirinya sendiri. 

4. Dasar menentukan Jumlah Nafkah  

Dalam al-Qur‟an dan Hadis tidak menerangkan dengan tegas 

jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami 

kepada istrinya. Dalam surat at-Thalaq ayat 6 dan ayat 7 hanya gambaran 

umum, yaitu nafkah yang diberikan kepada istri menurut yang patut dalam 

arti cukup untuk keperluan istri sesuai pula dengan penghasilan suami.
43

  

Pada dasarnya berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh 

suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan meliputi keperluan 
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makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kata ma’ruf, yang 

digunakan dalam al-Qur‟an dan Hadis untuk memberikan ketentuan 

nafkah, bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, 

tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat 

hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami.
44

 Nafkah yang wajib 

diberikan oleh suami terhadap istri dapat diberikan dengan 2 cara, yakni : 

45
 

a) Tamkin , adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan 

nafkah istri. Maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang 

dibutuhkan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang pantas. 

b) Tamlik, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Hakim dengan 

mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi 

kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. 

Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib 

dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena 

dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. 

Jumhur Ulama memasukan alat kebersihan dan wewangian kedalam 

kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan 

tidur. Secara khusus Jumhur Ulama tidak menemukan dalil yang 

mewajibkan demikian dari al-Qur‟an maupun hadis Nabi yang kuat.
46
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Berdasarkan pendapat jumhur ulama yang status sosial ekonomi 

tidak termasuk kepada kafa’ah yang diperhitungkan, maka suami istri 

dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam 

keadaan yang seperti ini dikalangan ulama berbeda pendapat tentang 

standar ukuran penetapan nafkah, dalam hal ini terdapat tiga pendapat 

yaitu
47

: 

a. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran 

dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri 

secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, 

maka diambil standar tengah diantara keduanya.  

b. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa 

yang dijadikan standar ukuran adalah kebutuhan istri. 

c. Imam Syafi‟i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan 

dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi 

suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi‟ah Imamiyah.   

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib 

menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, 

minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri berhak meminta 

nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya 

itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada 

istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah 

tertentu baginya untuk keperluan sehari-hari. Hakim boleh memutuskan 
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berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan 

suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh 

istri ternyata benar.
48

 

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang 

baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi 

kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang 

mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu 

melakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 

dari Aisyah yang sudah dijabarkan di atas. 
49

 Hadis tersebut menunjukan 

menunjukan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan 

ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan 

yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda 

menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Kewajiban 

nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan 

sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah yang harus diberikan karena 

dikhawatirkan terjadinya keborosan dalam penggunaanya.
50

  

Dalam kitab Rawd{ah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet 

Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal 

makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-

buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis 
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makanan menurut ukuran yang wajar. 
51

 Ulama Z{ahiriyah berpendapat 

bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena 

keduanya tidak terdapat petunjuk dalam al-Qur‟an maupun hadis Nabi. 

Selanjutnya mengenai pangan, diserahkan kepada kebiasaan setempat 

sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hal yang biasa dimana saja 

pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari 

suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan 

kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan 

sehari-hari. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan pada keperluan 

yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai 

dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan 

tahunan. Selanjutnya mengenai perumahan, menurut pendapat Jumhur 

Ulama tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh suami, tetapi 

kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status 

kontrakan.
52

 

 

B. Penentuan Besaran Nafkah Mad}iyah  menurut Hukum Islam  

Dalam agama Islam sudah menerangkan bahwa diwajibkan bagi suami 

untuk memberi nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang 

sah maka istri menjadi terikat hanya kepada suaminya. Sebagai istri maka ia 

mempunyai kewajiban untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan ataupun 

ibadah, begitupun juga suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya secara 
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lahir dan bathin dengan cara yang baik dan patut. Kewajiban memberi nafkah 

akan selalu mengikuti dimanapun suami berada, meskipun suami harus pergi 

meninggalkan keluarganya untuk ibadah, kewajiban tersebut tidak pernah 

gugur dan tidak boleh dilalaikan untuk memberikan nafkah kepada 

keluarganya meskipun istrinya merupakan orang kaya. Kewajiban ini tidak 

akan gugur kecuali ada udzur yang menggugurkan nafkah atas istri.  

Ketika suami tidak memberi nafkah pada istri bisa disebabkan salah 

satu dari dua kemungkinan, yaitu suami tidak memberi nafkah karena ia 

sedang kesulitan dan suami engga memberi nafkah kepada istrinya padahal ia 

dalam kedaan lapang dari segi ekonomi. Adanya kelalaian seseorang memberi 

nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila 

kelalaiannya itu menimbulkan mudharat pada diri orang yang wajib 

dinafkahinya.
53

 Dalam hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap 

segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat  atas diri dan harta 

orang lain. Upaya mengantisipasinya ialah dengan wajib mengganti rugi atas 

perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau mendapat 

ancaman hukuman ta’zir karena telah membuat orang lain menderita secara 

fisik maupun kejiwaan. Hukuman ta’zir adalah sanksi hukum yang kadar dan 

bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya 

mudharat yang ditimbulkan atas perbuatannya.
54
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Namun apabila suami sengaja melalaikan kewajibannya untuk 

memberikan nafkah kepada istri dalam jangka waktu yang telah lampau, 

sementara istrinya tetap menunaikan kewajibannya untuk melayani suami 

selama masa perkawinan, maka istri berhak menuntut hak nya tersebut dengan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama , dengan catatan sang istri tidak 

melakukan hal-hal yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan haknya 

seperti nusyuz, karena mayoritas ulama bersepakat bahwa jika istri melakukan 

nusyuz maka ia tidak berhak atas nafkah dari suaminya. 
55

  

Nusyuz adalah keluarnya suami istri atau salah satu dari mereka 

terhadap tugas dan kewajibannya, dan tidak dilaksanakannya karena 

keengganan dan tidak mau patuh
56

. Nusyuz tidak hanya untuk istri saja, tetapi 

seorang suami juga dapat melakukan nusyuz . Bentuk tindakan nusyuz yang 

dilakukan oleh suami maupun istri yakni dintaranya:  

a)  Nusyuz suami, diantaranya yaitu berlaku acuh kepada istri, memusuhi 

dengan melakukan sesuatu yang menyakiti, lalai memberi nafkah kepada 

istri dan anaknya, melakukan kekerasan terhadap istri.
 57

 Oleh karena itu 

istri harus bersikap sabar terhadap suami yang nusyuz , sebagaimana firman 

Allah dalam Q.s. An-Nisa ayat 128 :
58 

َْٓ ِِ شاجَ خَاَفَدَْ ِْ َا ِْ اَ آَََٚ َّ ِٙ اِػْشَاَظًاَفَلَََجَُٕاَحََػ١ٍََْ ْٚ صًاَاَ ْٛ أَشُُ َٙ ٍِ تؼَْ

ٍْذًا اَصُ َّ ُٙ َٕ ٍِذَاَت١َْ ١ُّْٔصْ اَ
َ
َََ ْٔفظَُُاٌشُّخَّ ادُْعِشَخَِالَََْ َٚ ََ اَاٌصٍُخَُخ١َْش  َٚ

َخَث١ِْشًا َْ َ ْٛ ٍُ ِّ َتِّاََذؼَْ َْ َاَلّلََّوَاَ َّْ اَفَاَِ ْٛ َّمُ ذرَ َٚ ا ْٛ َذذُْغُِٕ ْْ اِ َٚ  
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Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian yang sebesar-besarnya, dan perdamaian itu 

lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya 

kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan 

memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap tak acuh), maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.  

 

b) Nuysuz istri, yaitu diantaranya keluar rumah tanpa seizin suaminya, istri 

menolak untuk menetap di rumah yang sudah disediakan suami tanpa 

alasan yang tepat, tidak mau berhias di depan suaminya walaupun suami 

menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk 

menanggapi panggilan dari suaminya, dan meninggalkan kewajiban 

terhadap suaminya. 
59

 maka dari itu, suami wajib memberikan nasihat 

dengan baik, kalau istri masih saja berbuat durhaka (nusyuz) hendaklah 

suami berpisah ranjang. Dan kalau istri tetap saja meneruskan 

kedurhakaannya, maka suami dibolehkan memukul dengan syarat tidak 

melukai badannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.s. An-Nisa 

ayat 34: 
60

 

َُػٍََٝتَؼْطٍَ ُٙ َاّللََُّتَؼْعَ ًَ اَفَعَّ َّ َػٍَََٝإٌِّغَآءِتِ َْ ْٛ ُِ ا َّٛ جَاَيَُلَ اٌََشِّ

اَ َّ ٌٍَِّغ١َْةََتِ َدفِظد  ٍِذدَُلٕرِد  ََفَاٌَصّ ُْ ِٙ ٌِ ا َٛ ِْ َاَ ْٓ ِِ اَ ْٛ ْٔفَمُ آَاَ َّ تِ َّٚ
 دَفِعََاللهَُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Sevav itu maka wanita yang saleh, ialah 

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 

ada, oleh karena Allah telah (mereka). Wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuz nya , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka . kemudian jika 
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mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 

besar.  

 

Mayoritas ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi 

nafkah kepada istri, tetapi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya 

menafkahi istri, padahal dia mampu, berarti suami telah berbuat zalim. Cara 

mengatasi kezaliman tersebut yaitu istri boleh menjual kekayaan suami 

untuk membayar nafkahnya yang sekiranya mencukupi dirinya dan 

anaknya. 
61

 Menurut ulama Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah 

dari suaminya hendaknya menunutut kepada suaminya melalui jalur hukum 

atau penegak hukum dalam waktu satu bulan terhitung dari mulai terjadinya 

kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak menuntutnya 

dalam waktu satu bulan dan nafkah istri baru dianggap hutang di kemudian 

hari apabila telah ditetapkan hutang oleh pengadilan. 
62

 Alasannya ialah 

karena nafkah istri itu shillah, dari satu sisi merupakan pemberian suami 

tanpa pamrih dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti.  

Abu Hanifah  juga berpendapat bahwasanya nafkah istri harus diberikan 

setiap hari, jika terlambat memberikan nafkah atau tidak diwajibkan oleh 

hakim maka nafkah bisa gugur seperti nafkah kerabat.
63

  

Ulama Hanafiyah tidak membeda-bedakan hukum antara suami 

dengan istri karena alasan miskin atau ekonomi sedang buruk, karena 

menurutnya nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami 

merupakan orang yang tergolong sulit memberi nafkah, maka suami 
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tersebut dianggap tidak melakukan kezaliman. Apabila suami merupakan 

orang yang tergolong mampu dalam memberi nafkah tetapi suami 

melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, maka suami dianggap 

telah melakukan kezaliman karena telah melalaikan kewajibannya. Untuk 

mencega kezaliman tersebut bukan dengan cara bercerai dengannya, 

melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa kemudian digunakan 

untuk menginfaki istrinya.
64

 Pendapat tersebut dikuatkan dengan tidak 

pernah ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau memberikan 

kesempatan untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan dalam 

memberi nafkah. Maka karena hal tersebut nafkah mad}iyah  dianggap 

gugur. 

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan 

jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya, 

yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun 

dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai 

dengan keadaan yang umum.  Namun keadaan umum tersebut berbeda 

menurut keadaan, tempat , dan situasi. Bagi yang hidup di negara yang 

daerahnya memiliki lebih dari 2 musim, maka wajib bagi suami memberi 

pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan 

jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami kaya 

atau miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istrinya. 
65

 Apabila 

suami tidak memberikan nafkah saat pernikahan masih berlangsung dan istri 
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tidak berperilaku nusyuz , maka istri berhak untuk menuntut hak atas 

nafkahnya ke pengadilan agar sang suami membayar nafkah lampau 

tersebut. Dan apabila tidak mau menuntut lewat pengadilan maka bisa 

melalui musyawarah antara keduanya dengan kekeluargaan. Menurut Imam 

az-Zaila’i al-Hanafi , tidak diwajibkan pembayaran nafkah mad}iyah / 

lampau kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya.
66

 

Pendapat golongan Syafi‟iyah dalam menetapkan jumlah nafkah 

bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi mereka berpendapat bahwa 

hal ini hanya berdasarkan syara‟. Golongan Syafi‟iyah juga memperhatikan 

kaya dan miskinnya keadaan suami, dimana bagi suami yang kaya 

ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud, bagi yang miskin ditetapkan 

satu hari 1 mud, sedangkan bagi yang sedang atau setengah mampu 

ditetapkan 1 ½ mud. 
67

 Di dalam mazhab Syafi‟i terdapat dua pendapat yang 

menjelaskankan bahwa nafkah mad}iyah  / lampau merupakan hutang yang 

wajib dibayarkan dan dilunasi, sedangkan pembayaran hutang tersebut tidak 

memerlukan putusan peradilan.
68

 Maka dari itu dapat dipahami bahwa 

pembayaran nafkah mad}iyah yang belum dibayar wajib untuk dilunasi 

sebagaimana kewajiban membayar hutang. Akan tetapi apabila suami tidak 

dalam keadaan mampu untuk membayarnya maka tidak ada kewajiban 

baginya untuk membayarkan nafkah mad}iyah . 
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Namun kalangan mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa suami 

dianggap berhutang nafkah istri yang belum dibayarkan baik atas leputusan 

hakim maupun tidak. Sebagaimana hal nya hutang, maka nafkah seperti itu 

tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak 

istri. Istri secara dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarakan 

meskipun telah lewat sekian waktu lamanya.
69

 Alasannya yaitu karena 

nafkah itu sebagai penggati, bukan shillah atau pemberia tanpa ganti. 

Nafkah itu sudah diwajibkan atas suami oleh syariat sebagai pengganti 

penahanan terhadap istri. Artinya apabila memang nafkah itu sudah 

dianggap sebagai pengganti, maka jika nafkah sampai tidak dibayarkan akan 

menjadi hutang.
70

 

 

C. Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim 

1. Pengertian Penemuan Hukum 

Penemuan hukum sering diistilahkan dengan rechtvinding.
71

 

Penemuan hukum oleh Van Eikema Hommes didefinisakan sebagai proses 

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang 

diberikan tugas melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap peristiwa 

hukum (fakta hukum) yang bersifat konkret.
72

 Penemuan hukum dalam 

konteks definisi tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu hakim dan 

petugas-petugas hukum yang lain. Petugas-petugas hukum lain yang 

                                                           
69

 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga ... , hlm.162. 
70

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatubu ... , hlm. 132. 
71

 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam 

Memahami Putusan Peradilan Perdata, (Yogyakarta : UII Pres, 2020), hlm. 28. 
72

 Sudikno Mertokusumo, Bab Bab Tentang Penemuan Hukum , (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 1993), hlm. 4. 



36 
 

 
 

dimaksud di sini adalah akademisi yang melakukan analisis terhadap 

fenomena dan dinamika hukum yang kemudian dikonstruksikan sebagai 

doktrin hukum.
73

 Amir Syamsudin mendefinisikan penemuan hukum 

sebagai proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan 

hukum umum terhadap peristiwa konkrit berdasarkan kaidah-kaidah atau 

metode tertentu, penemuan hukum ini mencakup interpretasi, argumentasi 

(penalaran), konstruksi hukum, dan bentuk lainnya. 
74

  

Penemuan hukum dihadapkan dengan tuntutan hukum dan tuntutan 

masyarakat, dimana penemuan hukum ini  bertujuan untuk membentuk 

kaidah hukum yang baru untuk menjembatani perbedaan tersebut. 
75

 

Namun, upaya pembentukan kaidah hukum baru tersebut tidaklah mudah, 

karena para hakim tidak hanya berhadapan dengan hukum tertulis , tetapi 

juga berhadapan dengan hukum tidak tertulis yang lebih dinamis dan 

cenderung sulit diprediksi keberlakuannya.
76

 Penemuan hukum 

(rechtvinding) merupakan konsep atau teori yang memberi arah kepada 

hakim untuk bagaimana menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa 

atau fakta hukum yang terungkap dipersidangan. 
77

 Penemuan hukum 

dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap 
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undang-undang dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa 

atau fakta hukum tersebut.
78

 

Penemuan hukum erat kaitannya dengan asas ius curita novit atau 

ius novit curia yang berarti court knows the law. 
79

 asas ini menyatakan 

bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari setiap perkara yang 

sedang diperiksa atau diadilinya, dan berdasarkan asas tersebut, hakim 

tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan 

kepadanya dengan dalil belum atau tidak ada hukum ataupun undang-

undang yang mengaturnya.
80

 Dasar dari penerapan asas ini yakni bahwa 

pengadilan yang dalam hal ini adalah hakim, bertanggung jawab dalam 

menerapkan hukum terhadap suatu perkara. Penerapan hukum hakim 

dalam hal ini tidak terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang 

dikemukakan atau diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hal-

hal di luar itu sesuai dengan kewenangannya. Karena bagaimanapun, 

hakim dalam sistem hukum kita diwajibkan untuk mengetahui, 

memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
81

 

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas 

fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan, dan setelah 

fakta tersebut terungkap maka hakim akan menemukan hukumnya. 
82
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Menurut M.Natsir Asnawi penemuan hukum merupakan proses 

yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan 

hukum (perundang- undangan dan sumber hukum lain) terhadap satu atau 

beberapa peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) untuk kemudian 

menetapkan suatu kaidah hukum yang baru.
83

 Tidak hanya ingin 

menemukan kaidah hukum baru, tetapi juga menerapkan kaidah hukum 

lama terhadap peristiwa atau fakta hukum baru, karena kaidah hukum 

lama bukan berati usang jadi masih terdapat kemungkinan untuk 

diterapkan pada peristiwa baru. Kaidah lama yang masih mungkin 

diterapkan biasanya bersifat kaidah umum sehingga cakupan 

keberlakuannya lebih luas baik dari segi waktu maupun konteks suatu 

perkara. 
84

 M. Natsir Asnawi mengidentifikasi tiga tahapan dalam 

penemuan hukum, yaitu : 
85

 

a) Konstatasi (menentukan, memilah) hakim terhadap peristiwa atau 

fakta hukum yang menjadi persengketaan di antara para pihak (pokok 

perkara) 

b) Proses mencari, menelaah dan menemukan hukum (dalam perundang-

undangan dan sumber hukum lain) yang relevan dengan pokok perkara 

c) Menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut 

atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa baru.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu cara penelitian bibliografi secara sitematis ilmiah 

yang berkaitan dengan sasarn penelitian.
86

 Teknik pengumpulan data library 

research ini dengan cara  memperlajari bahan-bahan bacaan yang berupa 

catatan kuliah, buku-buku, literature serta peraturan-peraturan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti.
87

 Dalam konteks penelitian ini, data 

yang digunakan adalah putusan pengadilan agama Banyumas Nomor : 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms serta buku-buku yang berkaitan dengan nafkah dan 

lainnya. 

 

B. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti tentukan yaitu 

menggunakan pendekatan kasus. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki 

pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan  isu yang dihadapi yang 

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap.
88

 Digunakannnya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih 
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meneliti hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode kualitatif 

yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan 

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk 

memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.
89

  

 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan adalah : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama.
90

 Karena penelitian ini menggunkan penelitian 

kepustakaan (library research), maka yang dijadikan sumber data primer 

oleh peneliti yaitu salinan putusan pengadilan agama Banyumas Nomor 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dan Wawancara dengan bapak Rusli, 

S.H.I,M.H. salah satu majelis hakim yang memutus perkara 

Nomor:1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Serta buku-buku tentang nafkah yang 

membahas tentang pengaturan nafkah menurut hukum Islam.  
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber 

lain yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.
91

 

Seperti berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang 

berkaitan dengan nafkah pasca perceraian melalui penelusuran internet , 

buku tentang Fiqh Munakahat, buku tentang penemuan hukum hakim, 

laporan penelitian terdahulu tentang pemberian nafkah, jurnal-jurnal 

tentang besaran nafkah, serta hak dan kewajiban suami istri, dan lain 

sebagainya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim 

mengenai pemberian besaran nafkah mad}iyah ini sebagai pendukung 

sumber data primer. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data secara kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data 

menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-

bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan 

buku, catatan, dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data berupa salinan putusan pengadilan agama Banyumas 

Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dan mengumpulkan buku-buku yang 

terkait dengan penelitian peneliti. Selain dengan metode dokumentasi, peneliti 
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juga menggunakan metode wawancara atau interview untuk mendukung data-

data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut. Wawancara dilakukan 

dengan tatap muka secara langsung dan juga virtual melalui media sosial 

secara individual kepada hakim yang memeriksa perkara 

No.1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

Wawancara yang dimaksud yakni wawancara dengan cara menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi 

dengan penyampaian yang bebas dan tidak terikat dengan urutan pedoman 

wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data 

yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang 

disampaikan langsung oleh narasumber.  

 

E. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, 

dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non 

angka lainnya.
92

 Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan 

sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan 

ini dapat peneliti simpulkan kebenrana-kebenaran yang dapat digunakan 

sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.
93

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan 

                                                           
92

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69. 
93

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu ... , hlm. 10. 



43 
 

 
 

fakta secara sistematik hingga mudah dipahami dan disimpulkan.
94

 Dalam hal 

ini peneliti menganalisis putusan pengadilan Agama Banyumas Nomor 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms melalui metode deduktif,  yaitu menganalisis data 

dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan 

kepada yang bersifat khusus, diambil dari hasil analisis putusan pengadilan 

agama Banyumas Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. Peneliti memulai 

penelitian dengan mengumpulkan data putusan pengadilan agama Banyumas 

Nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dan wawancara hakim , lalu membentuk 

data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini 

kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-

generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman 

pribadi atau literatur-literatur yang ada.
95

 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak 

terjadi kesalahan dalam penelitian inimaka penelitimenggunakan beberapa 

metode dalam analisis data, diantaranya: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan,dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Semua data yang dikumpulkan 

telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data 

yang tidak dibutuhkan.
96
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Setelah data terkumpul dan masih berupa data mentah, maka 

peneliti harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data 

tersebut dipisahkan. Peneliti harus memilih mana yang menjadi fokus 

penelitian sesuai dengan masalah yang akan peneliti teliti.  

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Penyusunan informasi kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, 

sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan 

kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan 

pengambilan sebuah tindakan.
97

 

3. Metode Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya,kekokohannya, dan kecocokannya yakni merupakan 

validitasnya.
98

 Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses 

analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Sehingga dasar hukum 

hakim dalam menentukan besaran nafkah mad}iyah pada perkara Nomor:  

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms dapat terjawab dengan jelas.  
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F. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim 

Abdul Manan mengklasifikasikan metode penemuan hukum menjadi 

dua, yaitu :
99

 

a) Metode Interpretasi 

Penggunaan interpretasi sebagai instrumen hakim dalam 

mengadili dan memutus suatu perkara atau sengketa itu sangat penting, 

karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum, 

tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan dan pembaharuan 

hukum.
100

 Seperti diketahui bahwa rumusan rumusan tekstual suatu 

undang-undang pada umumnya dibuat sesuai dengan konsesnsus para 

legislator di zamannya, padahal dalam kenyataannya rumusan teks 

tersebut selalu memiliki keterbatasan dalam merefleksikan kehendak 

pembuatnya dan perkembangan dinamika sosial dan hukum di 

masyarakat. 
101

 

Penafsiran hukum merupakan upaya hakim dalam menemukan 

hukum melalui interpretasi teks-teks dalam perundang-undangan, 

maupun dari sumber hukum lain, baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta hukum. Penafsiran hukum 

merupakan suatu kelaziman bagi hakim dalam menjalankan tugas serta 

tanggung jawabnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara, karena pada dasarnya hakim selalu melakukan penelaahan 
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(yang melibatkan penafsiran) baik ketika menerima perkara ataupun 

sedang tidak menerima perkara.
102

 Tanggung jawab hakim yang sangat 

besar dalam memutus perkara menuntutnya secara moril dan akademik 

untuk senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. 

b) Metode Konstruksi 

1) Analogi (argumentum per analogiam) 

Analogi merupakan metode penemuan hukum oleh hakim 

dengan membandingkan atau menganalogikan dengan peristiwa-

peristiwa hukum lain yang telah diatur dalam perundang-undangan.
103

 

Posisi hakim dalam hal ini yaitu membentuk hukum terhadap suatu 

peristiwa yang belum ada hukum yang mengaturnya, namun dengan 

keadaan yang mirip di analogikan dengan peristiwa lain yang sudah ada 

hukum yang mengatur dalam undang-undang. 

2) Argumentum a contrario 

Argumentum a contrario merupakan metode penemuan hukum 

oleh hakim dengan penalaran bahwa peraturan dalam undang-undang 

hanya berlaku pada suatu peristiwa tertentu dan bagi peristiwa lain 

diperlakukan hal yang sebaliknya.
104

 Aksentuasi dari penerapan metode 

ini yakni adanya ketidakpastian hukum terhadap peristiwa tertentu. 

3) Konkretisasi Hukum  

Konkretisasi hukum atau penghalusan hukum adalah metode 

penemuan hukum oleh hakim dengan mengkonkritkan suatu aturan 
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hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum 

in concreto, dalam konkretisasi hukum ini dibuat semacam pengecualian 

atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum kemudian 

diterapkan ke dalam peristiwa hukum yang khusus.
105
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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENENTUKAN BESARAN NAFKAH MAD}IYAH PERKARA 

CERAI TALAK NOMOR 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms 

 

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas 

1. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas  

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan 

Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan  

Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.
106

 

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku 

kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan 

keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari‟ah. 
107

 

a) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyumas 

Kompetensi Absolut (Absolut Competensi) adalah kekuasaan 

atau kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jelas perkara 

atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh 

Undang-undang. Kompetensi absolute (kewenangan) peradilan agama 
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pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan 

perkembangan yang cukup besar baik yang bersifat penambahan 

kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata 

tertentu dalam ketentuan yang lama dihapus) di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidangnya.  

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 

49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; 

wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi Syari‟ah. 

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan 

Agama Banyumas mempunyai fungsi, antara lain :
108

 

1) Fungsi Mengadili (Judical Power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarhan, bimbingan, dan 

petunjuk lepada pejabat struktural dan fungsional di bawah 
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jajarannya, baik menyangkut teknis yudical, administrasi peradilan, 

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawean, 

dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah 

jajarannya agar peradilan diselenggarakan degan seksama dan 

sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006) terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretaruatan serta pembangunan. KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 3 tahun 2006.) 

5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi 

pengadilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum 

(kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

6) Fungsi Lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti 

Kemenag, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, 

pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses 

yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan 

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan. 

b) Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyumas 

Kompetensi Relatif (Relative Competensi) Pengadilan Agama 

Banyumas merupakan salah satu jenis dan satu tingkatannya, karena 

setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau 

mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu 

Kotamadya atau satu Kabupaten. 

Secara geografis Kabupaten Banyumas yang menjadi wilayah 

hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyumas terletak antara 108°-

109° BT dan 7°15°05°-7°37°19° LS.   

1) Batas Wilayah 

Secara geografis wilayah hukum Pengadilan Agama 

Banyumas adalah sama dengan wilayah hukum kabupaten 

Banyumas yang berbatasan dengan :
109

 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap 
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c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes 

d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Kebumen, dam Kabupaten Banjarnegara 

2) Wilayah Hukum  

Pengadilan Agama Banyumas merupakan Pengadilan 

Tingkat Pertama yang memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 11 

(sebelas) Kecamatan ( 3 kelurahan, 148 desa) di Kabupaten 

Banyumas yang terdiri dari Kecamatan Banyumas; Kecamatan 

kalibagor; Kecamatan Somagede; Kecamatan Patikraja; Kecamatan 

Kemranjen; Kecamatan Sumpiuh; Kecamatan Tambak; Kecamatan 

Kebasen; Kecamatan Sokaraja; Kecamatan Sumbang; Kecamatan 

Kembaran.
110

 

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas 

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) 

dinyatakan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, 

Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru sita. Selanjutnya dalam 

Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, 

Panitera, Sekretaris dibantu Wakil Panitera (Wapan) yang membantu 

tugas Panitera atau Sekretaris dalam administrasi perkara. 
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Dengan fungsi serta peran masing-masing sebagaimana 

Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting 

guna mempertegas kedudukan dan wewenng serta tanggung jawab 

masing-masing bagian. 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banyumas adalah 

sebagai berikut:  

Pejabat dan Hakim
111

 

Ketua    : Drs. Hj. Suhaimi, M.H.  

Wakil Ketua   : A. Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H. 

Hakim    : Drs. Faisol Chadid 

       Drs. Silachudin 

                               Rusli, S.H.I.,M.H 

Pejabat Struktural
112

 

Sekretaris    : Krismanto, S.H. 

Kasubag Umum&Keuangan : Akmal Dliya, S.H. 

Kasubag ORTALA  : Hj. Winarni 

Kasubag Perencanaan TI  : Mukhsin 

Pelaporan 

Pejabat Fungsional
113

 

Panitera    : Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H. 
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Panitera Muda Permohonan : Sudarsono, S.H. 

Panitera Muda Gugatan  : Siti Nasriyati, S.H. 

Panitera Muda Hukum  : Kusmini, S.H.I. 

Panitera Pengganti  : Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H. 

        Achmad Rathomi, S.H. 

        Toib, S.H. 

        Imah Supriatningsih, S.H. 

        Ardi Kristanto, S.H. 

         Siti Rohmah, S.H. 

Jurusita     : Robiyah  

Staff
114

  

Analis Perkara Peradilan  : Arini Al Haq, S.H. 

Analis SDM Aparatur  : Rifa Atun Mahmudah,S.E. 

Pengelola Sistem&Jaringan : Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom. 

 

B. Deskripsi Putusan Hakim tentang Besaran Nafkah Mad}iyah Dalam 

Perkara Cerai Talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

1. Gambaran Kasus 

Berdasarkan pada Pemohon dengan surat permohonannya 

tertanggal 03 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan 
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register perkara Nomor 1364/Pdt.G/PA.Bms. pemohon mengemukaan 

beberapa hal sebegai berikut: 
115

 

a) Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2017 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta 

Nikah Nomor: 0344/56/VII/2017 tanggal 10 Juli 2014 

b) Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di 

Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama 

kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sudah melakukan hubungan 

suami istri (ba’da dukhul) dan dikaruniai seorang anak berusia 2 (dua) 

tahun 

c) Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi 

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi 

kurang, dimana Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan 

Pemohon. Sedangkan Pemohon setiap bulan memberi sebesar Rp. 

3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 

d) Bahwa bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon 

terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tinggal di rumah 

orangtua Termohon di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, 

Kabupaten Banyumas. Sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua 

Pemohon di Desa Karangrau, Kecamatan Banyumas, Kabupaten 
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Banyumas, sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan 

selam kurang lebih 5 (lima) bulan 

e) Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak 

berhasil 

f) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas 

permohonannya ini. 

Berdasarkan hal-hal alasan-alasan di atas, Pemohon memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas memeriksa dan berkenan 

memutuskan sebagai berikut: 

a) Mengabulkan permohonan Pemohon 

b) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i  

kepada Termohon 

c) Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, diketahui Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak 

berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi 

dengan didampingi mediator namun pada pokoknya perdamaian perkara 

perceraian tidak berhasil.  

Dalam perkara ini Termohon menjawab secara tertulis yang pada 

pokoknya Termohon menyangkal dalil-dail yang dikemukakan oleh 

Pemohon kecuali apa yang diakui benar secara tegas. Selain menjawab, 
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Termohon juga mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang 

pada pokoknya sebagai berikut:  

a) Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 42.000.000,00- (empat puluh dua 

juta rupiah) 

b) Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta 

rupiah) 

c) Nafkah yang belum diberikan selama pernikahan atau biasa disebut 

Nafkah mad}iyah dengan total sebesar Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh 

lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai bula 

Oktober 2020.  

d) Biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00- 

(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang ditunaikan mulai 

putusnya perkawinan sampai dengan anak berumur 12 (dua belas) 

tahun.  

Tergugat rekonpensi mengajukan replik / jawaban rekonpensi 

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk cerai dan  menolak 

gugatan rekonpensi untuk seluruhnya karena jumlah nafkah yang 

dimintakan sangat tidak rasional dan tidak realistis sehingga jumlah 

tersebut haruslah ditolak. Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai 

dengan kemampuan dan penghasilannya. Dimana tergugat hanya bisa 

memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu 

rupiah) x 3 bulan, sehingga totalnya menjadi Rp. 1.500.000,00- (satu juta 

lima ratus ribu rupiah), nafkah Mut’ah sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua 
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juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00- 

(lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Namun tergugat tidak memberi 

tanggapan apapun mengenai nafkah lampau / nafkah mad}iyah .  

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya dan menguatkan alasan 

permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-

surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon lalu 

oleh hakim diberi tanda P1, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 

0344/56/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Sokaraja Kabupaten Banyumas lalu oleh hakim diberi 

tanda P2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi . Kemudian untuk 

menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan 

alat bukti surat yakni Fotocopy Screnshoot dari Hp dan surat tersebut 

telah diberi materai cukup, dinazegelen pos lalu oleh hakim diberi tanda 

T1, Fotocopy gaji untuk bulan juni 2020 atas nama Pemohon yang 

dikeluarkan PT. Integral Mulia Cipta dan sudah diberi materai cukup, 

dinazegelen pos, telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu 

oleh hakim diberi tanda T1, fotocopy Rekening Koran Tabungan Bank 

Mandiri atas nama Pemohon sudah diberi materai cukup, dinazegelen pos, 

telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim 

diberi tanda T1, dan selain surat-surat tersebut Termohon juga 

mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.  
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2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan
116

 

Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk 

menafkahi istrinya. Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku 

sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami istri telah bergaul sebagaimana 

layaknya suami istri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang 

kepada suaminya untuk menggaulinya.  

Pada dasarnya pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan 

kemampuannya. Hal tersebut sejalan dengan norma yang ada dalam 

hukum pada Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam 

bahwa sesuai dengan penghasilannya. Mendasarkan pada ketentuan syar‟i 

dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, yakni 

menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan 

kemampuannya. 

Penerapannya dalam perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms ini 

adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat 

menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat. Perihal 

kemampuan Tergugat untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah 

kepada Penggugat dengan membedakan antara kemampuan aktual dan 

kemampuan potensial. Yang dimaksud sebagai kemampuan aktual dalam 

hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara nyata, 

yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai karyawan. Karena itu, 

secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyai 
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pekerjaan dan penghasilan. Adapun yang dimaksud kemampuan potensial 

yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, 

berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai 

menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman 

mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.  

Dalam perkara ini bahwa Tergugat ternyata masih berusia 25 

tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik secara permanen. Maka 

dari itu, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam 

usia produktif dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan 

berpenghasilan. Berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi 

kemampuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah 

orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual, dan 

memiliki kemampuan secara potensial. Maka dalam menetapkan 

pembebanan tersebut, keadaan Tergugat dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan 

kepada Tergugat dan tetap menilai kemampuan Tergugat. 

Adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugat untuk 

memberikan nafkah mad}iyah / lalai kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) 

bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki 

kemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada 

standar nafkah yang layak dari suami kepada istrinya dengan 

memperhatikan kemampuan suami dalam bekerja sebagai Karyawan 

kontrak, maka tuntutan nafkah mad}iyah / lampau Penggugat yaitu sebesar 
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Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) , dinilai sudah melewati 

batas kewajaran, yaitu telah melebihi kemampuan Tergugat.  

Berdasarkan fakta yang sudah diuraikan di atas, bahwa ternyata 

Tergugat tidak menanggapi tuntutan nafkah mad}iyah yang di ajukan oleh 

Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut dapat 

dikabulkan dengan menetapkan kewajiban nafkah mad}iyah Tergugat 

kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta 

rupiah). Sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan 

dan kemampuan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bertentangan 

dengan hukum oleh karenanya harus ditolak.  

Dalam perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms , mengingat 

semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, 

Majelis Hakim memutus dan mengadili , dalam Konvensi yakni 

mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i  terhadap Termohon di depan 

sidang Pengadilan Agama Banyumas. Dalam Rekonvensi, mengabulkan 

gugatan Penggugat Rekonvensi , menghukum Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa; Nafkah mad}iyah / 

lampau sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah); Nafkah Iddah selama 

3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah); 

Nafkah Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah); 

Nafkah satu orang anak dari Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) 

tahun, minimal sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap 



62 
 

 
 

bulan secara berkelanjutan dan setiap tahun bertambah 20% hingga anak 

tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Menghukum 

Tergugat untuk membayar nafkah mad}iyah / lampau , Iddah, Mut’ah, 

sebelum pengucapan Ikrar Talak.
117

 

 

C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran 

Nafkah Mad}iyah Perkara Cerai Talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms. 

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di 

pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian 

para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat 

memenuhi tuntutan para pencari keadilan.
118

 Dalam proses penyelesaian 

perkara dalam persidangan, hakim memiliki peran untuk menemukan hukum 

yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada 

undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur 

secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum 

seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat.
119

 

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu 

putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan 

hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan 

dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan 

pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses 
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penyelesaian perkara dalam persidangan.
120

 Penerapan hukum harus sesuai 

dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untutk selalu dapat 

menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar 

putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang diadili secara utuh, 

bijaksana dan objektif.  

Adapaun dalam gugatan mengenai nafkah mad}iyah atau lampau baik 

dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak 

diatur secara khusus. Di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya 

menjelaskan apabila suami istri melalaikan kewajibannya maka dapat diajukan 

gugatan ke pengadilan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami 

untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban 

bagi mantan istri. 
121

 Maka dalam hal memberi nafkah mad}iyah hanya dapat 

diputuskan berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam putusan nafkah 

mad}iyah ini tidak selalu dikabulkan, melainkan harus ada bukti-bukti yang 

kuat sehingga menjadi pertimbangan hakim. Seorang hakim dalam memutus 

suatu perkara yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi landasan hukum 

hormil dan materil.
122

 

Dalam perkara Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms , hakim juga telah 

menggunakan dasar-dasar yang dianggap paling relevan untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara tersebut mengenai besaran nafkah 

mad}iyah. Dalam mempertimbangkan nafkah mad}iyah , hakim mengacu pada 
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kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang ditegaskan dalam al-Qur‟an 

Surah Al-baqarah (QS.2) ayat 233 dan Surah at-Thalaq (QS.65) ayat 6 sebagai 

berikut: 
123

 

ؼْشُٚفَِ َّ ٌْ َتِا َّٓ ُٙ ذُ َٛ وِغْ َٚ َ َّٓ ُٙ دٌَََُِٗسِصْلُ ْٛ َّ ٌْ ػٍَََٝا ََٚ...  ... 
“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma‟ruf ...” 

 

اَ ٌِرع١َُِّمٛ  َ َّٓ ُ٘ ٚ لَََذعَُاسُّ َٚ َ ُْ جْذِوُ ُٚ َ ْٓ ِِ َ ُْ رُ ْٕ َد١َْسَُعَىَ ْٓ ِِ َ َّٓ ُ٘ أعَْىَُِٕٛ

َ َّٓ ِٙ ...ػ١ٍََْ  
“tempatkanlah merela (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka ... “ 

 

Selain dari dua ayat di atas, hakim juga tentu saja  mengacu pada 

ketentuan perundang-undangan yang menegaskan kewajiban suami menafkahi 

istrinya, yakni dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memebrikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya”. Kemudian hakim juga mengacu pada Kompilasi Hukum 

Islam, dimana pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam 

lebih detail lagi menyebutkan bahwa “Sesuai dengan penghasilannya, suami 

menanggung: a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b. Dan biaya 

rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.”
124

  

Menurut Bapak Rusli selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, 

nafkah adalah kewajiban suami tetapi juga hak istri. Apabila sang istri 

merelakan hak nya maka  tidak akan  dituntut, akan tetapi apabila istri 
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menuntut hak nya maka hakim harus mempertimbangkannya. Menurut islam 

ketika istri merelakan, maka dianggap seperti pemberian saja. Ketika istri 

tidak menuntut hak nya yang merupakan kewajiban suami, maka tidak ada 

permasalahan dan hakim harus tidak mempertimbangkannya.
125

 

Hakim menjelaskan bahwa jika suami istri tersebut sudah tamkin 

sempurna atau telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri maka menurut 

hukum , sudah menimbulkan hak bagi istri untuk dinafkahi oleh suaminya, 

atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi suami menafkahi istrinya. 

Namun, apabila istri terbukti nusyuz maka kewajiban suami menafkahi 

istrinya bisa saja gugur walaupun sudah ada tamkin. Hakim merujuk pada 

ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan 

bahwa “Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz”. 
126

 Hakim juga 

menerangkan bahwa ;  

Di dalam persidangan, pihak istri atau Penggugat yang sering merasa 

dikecawakan akan menuntut jumlah yang tidak masuk akal. Contoh, 

suami hanya bekerja sebagai karyawan biasa namun istri menuntut 

nafkah sampai puluhan juta.  Di persidangan , pasti akan ditanya dan 

hal tersebut masuk ke dalam fakta persidangan.  Jadi, apa yg terjadi 

dan diakui atau dinyatakan menganggap bahwa selama berumah 

tangga setiap bulannya memberi atau diberi nafkah 1.500.000 , 

pernyataan tersebut bisa saja ditarik menjadi pertimbangan majelis, 

bahwa 1.500.000 ini merupakan suatu kewajaran yang biasanya 

ditunaikan oleh suami. Jadi biasanya langsung dikasih 1.500.000 saja.  

Tetapi apabila salah satu pihak tidak bisa dimintai pernyataan dan 

kekurangan fakta persidangan, maka bisa diliat dari data gajih suami 

berapa. Tentu ada juga istri yang tidak tau penghasilan suaminya. 

Akhirnya kita kembali liat lagi gaji suami berapa besar, bisa kita ambil 

1/3 dari gaji nya atau ½ dari gaji nya, tapi ½ dari gajinya itu  ditambah 

juga dengan kemampuan secara potensialnya yah.  Misalnya gaji nya 

buruh lepas dan tidak menetap, misal sebulan 500 ribu,  itu kan tidak 
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mungkin diambil ½  nya. Itu ada juga itung-itungannya. Jadi kita 

alihkan pertimbangan ke potensialnya suami untuk mencari nafkah. 

Dan nanti kita liat dari potensialnya dia dan berapa yang istri tuntut.
127

 

Menurut Hakim, gugatan yang  Penggugat tentang nafkah mad}iyah / 

lampau harus dikabulkan, yang dimana besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan norma dalam hukum pada 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.  Dari hasil 

wawancara dengan bapak Rusli , S.H.,M.H. , selaku hakim yang memutus 

perkara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa;  

Sebenarnya kalau nafkah itu di pengadilan harus dituntut dan harus 

dibuktikan apakah istrinya itu nusyuz (kedurhakaan istri) atau tidak 

kepada suami. Kalu istri nusyuz maka gugur hak nya untuk menuntut 

nafkah. Biasanya kalau perkara cerai bisa saja madhyah tidak dituntut 

kalu memang memungkinkan karna kelalaian istri. Dimana suami 

melaksanakan kewajibannya tetapi istri tidak.  Itu bisa saja secara ex 

officio (jabatan) majelis yang menangani perkara itu menetapkan 

bahwa dia berhak nafkah lalai/ mad}iyah segini. Adapaun mengenai 

jumlahnya biasanya diarahkan ke kemampuannya suami. Kemampuan 

suami itu ada dua, yaitu  kemampuan aktual dan kemampuan potensial. 

Kemampuan aktual dalam hal ini yaitu keadaan Tergugat menurut 

keadaannya secara nyata memliki pekerjaan sebagai karyawan dan 

dinilai secara aktual sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan dan 

penghasilan. Sedangkan Potensial itu misalnya, dia itu tidak kerja tapi 

umurnya masih sekitar 20 atau 30an. Artinya dari segi pertimbangan 

bahwa dia itu masih usia produktif dan biasanya itu di samakan dengan 

umur-umur produktif. Di mana dia masih memiliki peluang besar 

untuk bekerja, untuk membangun usaha, agar  menghasilkan. Atau 

biasanya disamakan dengan melihat Upah Minimum Regional (UMR). 

Misalnya Tergugat bekerja di Purwokerto, secara Upah Minimum 

Regional (UMR) di Purwokerto berapa,  kemudian nanti  baru kita 

putuskan dan bebankan nafkah madhiyah besarannya sesuai dengan 

besar Upah Minimum Provinsi (UMR) Purwokerto.
128

  

Dikarenakan Tergugat tidak menanggapi tuntutan nafkah mad}iyah 

yang dia lalaikan selama 10 (sepuluh) bulan,  melihat keadaan Tergugat yang 
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secara nyata memiliki pekerjaan serta masih bekerja sebagai karyawan kontrak 

dan pasti mendapatkan gaji setiap bulannya,  hakim menilai bahwa Tergugat 

ini memenuhi kriteria seseorang yang memiliki kemampuan aktual maupun 

potensial, secara ex officio maka hakim berhak memutuskan untuk 

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat 

Rekonvensi berupa nafkah mad}iyah / lalai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 

ribu rupiah) setiap bulannya dan dikalikan 10 bulan menjadi Rp. 5.000.000 ,- 

(lima juta rupiah). Yang dari tuntutan awal sebesar  sebesar Rp.35.000.000.,- 

(tiga puluh lima juta rupiah ), kemudian diputus menjadi Rp. 5.000.000.,- 

(lima juta rupiah).
129

 Hal tersebut di karenakan hakim menilai bahwa nafkah 

Penggugat dinilai sudah melewati dalam batas kewajaran dan telah melebihi 

kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dengan segala dasar-dasar hukum, fakta-

fakta persidangan serta pertimbangan yang digunakan Hakim, maka jumlah 

nafkah mad}iyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dinilai tidak 

memberatkan Tergugat dan sesuai dengan kemampuan Tergugat.  

Menurut pendapat penulis, alasan hakim pada akhirnya memutus 

menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mad}iyah sebesar 

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  karena hakim menilai bahwa tergugat 

rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan 

masuk dalam kategori mampu untuk membayar nafkah mad}iyah sejumlah 

yang sudah di putuskan.  Dilihat dari kompetensi aktualnya bahwa dalam fakta 

saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan. Karena itu, secara 
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aktual Tergugat dinilai sebagai orang yang mempunyai pekerjaan dan 

berpenghasilan. Kemudian dilihat dari kompetensi potensialnya bahwa usia 

Tergugat Rekonvensi masih muda yakni berusia  25 tahun dan tidak terbukti 

mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat 

tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan 

tidak terhalang fisik untuk bekerja dan berpenghasilan. Di usianya yang baru 

25 tahun Tergugat Rekonvensi sudah memiliki pekerjaan dan mendapatkan 

gaji atau upah di atas Upah Minimum Regional (UMR), Tergugat Rekonvensi 

juga diketahui belum mempunyai rumah sendiri, tidak sedang mengontrak 

rumah, tidak sedang kos atau lainnya, melainkan masih tinggal dengan kedua 

orang tua di rumah orang tuanya, sehingga beban tanggungan hidup untuk 

dipenuhi Tergugat hanyalah untuk kebutuhan dirinya sendiri. Maka 

berdasarkan hal – hal yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa 

Tergugat adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara 

aktual dan memiliki kemampuan secara potensial dan dengan keadaan 

Tergugat tersebut dianggap mampu untuk memenuhi dan melaksanakan  

pembayaran nafkah mad}iyah yang sudah dibebankan Hakim kepadanya.  

Pada dasarnya peneliti setuju dengan putusan yang telah ditentukan 

oleh hakim. Di mana jumlah yang sudah diputuskan menurut peneliti sudah 

cukup adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Peneliti menilai adil disini 

yakni melihat dari cara hakim dalam menentukan nominal jumlah nafkah yang 

diputuskan, di mana hakim sama – sama mempertimbangkan keduanya antara 

gugatan nafkah dari Penggugat dan keberatan dari Tergugat. Peneliti melihat 
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dari waktu berapa lama tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk 

memberikan nafkah kepada penggugat Rekonvensi yakni 10 (sepuluh) bulan 

dari mulai  Bulan Januari sampai Bulan Oktober 2020. 10 (sepuluh) bulan itu 

bisa dikatakan waktu yang cukup lama untuk Tergugat Rekonvensi melalaikan 

kewajibannya, maka dari itu nafkah mad}iyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima 

juta rupiah) harus mampu Tergugat Rekonvensi bayarkan. Nafkah itupun 

sudah jauh dikurangi jumlahnya oleh hakim karena hakim juga 

mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan tergugat Rekonvensi. Dari sini 

peneliti menilai putusan hakim sudah cukup adil untuk Tergugat Rekonvensi.  

Kemudian  Nafkah mad}iyah sebesar jumlah yang sudah ditetapkan oleh hakim 

menurut peneliti juga tidak terlalu sedikit dan tidak merugikan Penggugat 

melainkan sudah dalam kadar wajar untuk penggugat Rekonvensi. Di mana 

jumlah sebesar itu dianggap cukup untuk mengganti biaya hidup dirinya 

sendiri selama tidak mendapatkan nafkah oleh Tergugat Rekonvesi. 

Sedangkan  untuk biaya hidup anak sudah diatur dan ditentukan tersendiri 

jumlah dan waktunya oleh hakim, jadi nafkah mad}iyah sebesar Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah) itu tidak perlu untuk dibagi dengan biaya 

kebutuhan anak. Dari sini peneliti menilai putusan hakim sudah cukup adil 

untuk Penggugat Rekonvensi. Keduanyapun sama-sama tidak dirugikan dan 

tidak memberatkan salah satu pihak.  

Pada saat terjadi perceraian tidak dipungkiri pasti akan timbul dampak 

psikologis entah dari sang suami, istri atau anak. Sebagian besar kasus 

perceraian menimbulkan dampak psikologis terbesar pada anak. Anak akan 
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merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kemudian akan 

merasa tidak diperdulikan dan diperhatikan lagi sehingga  menjadikan anak 

mencari perhatian dari luar di lingkungan yang belum mereka pahami serta 

anak bisa terjerumus pada pergaulan yang tidak baik.  Dampak pada istri juga 

bisa saja terjadi seperti harus mulai hidup mandiri, menguatkan mental untuk 

memulai hidup sebagai kepala keluarga dan menghidupi biaya kebutuhannya 

sendiri tanpa ada sosok suami sebagai pelindung. Tidak hanya anak dan istri 

saja, suami pun akan terkena dampaknya, mulai dari hilangnya semangat 

kerja, tidak fokus dalam bekerja dan sedih yang berkepanjangan. Apabila hal 

tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama , maka akan menyebabkan 

suami sering dimarahi atasan , pengurangan gaji bulanan, bahkan bisa saja 

dikeluarkan dari tempat kerja dan  kehilangan pekerjaan. Dipecat dari tempat 

kerja atau kehilangan pekerjaan menyebabkan tidak adanya pemasukan atau 

tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan apalagi untuk 

memberikan nafkah untuk istrinya. Ketidak mampuan suami memberi nafkah 

kepada istri karena tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan termasuk ke 

dalam ketidak mampuan dari segi ekonomi. Hal tersebut sering kali dijadikan 

alasan kepada majelis hakim agar dianggap tidak mampu untuk membayar 

nafkah yang sudah dilalaikannya selama masihh terjalin pernikahan sesuai 

dengan tuntutan istri yang menjadi tanggung jawabnya.   

Namun pada kasus cerai talak Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms, pihak 

suami yang menginginkan perceraian, maka untuk segala dampak yang di 

akibatkan oleh perceraian maka mau tidak mau harus ditanggung oleh suami. 
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Dan hutang suami memberi nafkah harus dibayarkan. Dalam kasus ini, 

peneliti melihat bahwa ada faktor keengganan  suami untuk memberikan 

nafkah mad}iyah kepada istrinya yang sudah ia abaikan selama 10 (sepuluh) 

bulan. Suami enggan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah 

kepada istrinya padahal suami masih memiliki pekerjaan dan gaji yang cukup 

untuk menafkahi. Hal tersebut membuat peneliti menilai bahwa Tergugat 

Rekonvensi tidak mau membahas dan memberikan nafkah mad}iyah yang 

menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama masa pernikahan. Hal 

tersebut dapat peneliti lihat dari tidak adanya tanggapan apapun dari Tergugat 

Rekonvensi sebagai suami yang dituntut nafkah oleh istrinya. Dengan tidak 

adanya tanggapan mengenai tuntutan nafkah tersebut, peneliti berpendapat 

bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja tidak menanggapinya dengan harapan 

hakim nantinya tidak akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar nafkah mad}iyah yang sudah ia lalaikan.    

Dalam beberapa kasus perceraian, sering kali pihak istri tidak tahu 

bahwasanya hak-haknya bisa dituntut. Seperti nafkah mad}iyah ini istri berhak 

untuk menuntutnya, akan tetapi lebih banyak yang merelakan dan 

mengikhlaskannya karena beranggapan bahwa yang sudah terjadi di masa lalu 

dilupakan saja. Apabila suami tidak memberikan nafkah saat pernikahan 

masih berlangsung dan istri tidak berperilaku nusyuz , maka istri berhak untuk 

menuntut hak atas nafkahnya ke pengadilan agar sang suami membayar 

nafkah lampau tersebut. Dan apabila tidak mau menuntut lewat pengadilan 

maka bisa melalui musyawarah antara keduanya dengan kekeluargaan. 
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Peneliti sepakat dengan pendapat mazhab Hanafi yang lebih mendekati 

keadilan, dimana nafkah mad}iyah harus dibayarkan melalui peradilan karena 

putusan pengadilan lebih mendekati pada sebuah keadilan. Pembayaran 

nafkah mad}iyah / lampau dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua 

belah pihak, maka dari itu perlu adanya sikap kerelaan antara keduanya, yakni 

kerelaan istri sebagai Penggugat Rekonvensi menerima dan rela apabila suami 

atau Tergugat Rekonvensi tidak bisa membayar lunas hutang nafkahnya 

tersebut melainkan dicicil dengan kurun waktu yang sudah ditentukan, dan 

kerelaan suami untuk segera mengeluarkan penghasilannya untuk membayar 

hutang nafkah yang sudah ia lalaikan selama masa pernikahan dengan 

secepatnya tanpa di tunda dan mengulur-ulur waktu, sehingga terciptanya 

keadilan bagi kedua belah pihak.  

Ketentuan kadar nafkah dalam madzhab Syafi‟i boleh jadi dapat 

diberlakukan saat ini untuk kalangan masyarakat menengah kebawah, akan 

tetapi menurut peneliti pendapat mazhab syafi‟i mengenai konsekuensi 

bolehnya istri memilih cerai dengan suami karena suami tidak dapat 

memenuhi kadar nafkah sangat kurang relevan dengan konteks sekarang 

karena undang-undang yang berlaku tidak menjadikan kurangnya nafkah 

sebagai alasan satu pasangan memilih untuk bercerai. Maka dari itu, peneliti 

lebih cocok dan setuju dengan hakim dimana mazhab Hanafi lebih dekat 

dengan keadilan untuk menyelesaikan permasalahan pemberian kadar nafkah 

mad}iyah dalam perkara nomor: 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms di Pengadilan 

Agama Banyumas.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penetapan besaran nafkah mad}iyah , peneliti melihat bahwa belum 

ada aturan secara pasti mengenai ukuran besaran pemberian nafkah 

mad}iyah. Belum adanya aturan tentang ukuran besaran nafkah mad}iyah 

bukan berati pemberiannya menjadi sangat bebas, tetapi juga harus 

merujuk pada pendapat para ulama. Imam Ahmad berpendapat bahwa 

yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial 

ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial 

ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya. 

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah 

nafkah, namun golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri 

ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami kaya atau miskin, bukan 

dilihat dari bagaimana keadaan istrinya dan tidak diwajibkan pembayaran 

nafkah mad}iyah / lampau kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan 

antara keduanya. Sedangkan golongan Syafi‟iyah dalam menetapkan 

jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuha dan juga 

memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, dimana bagi suami 

yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud, bagi yang 
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miskin ditetapkan satu hari 1 mud, sedangkan bagi yang sedang atau 

setengah mampu ditetapkan 1 ½ mud.  

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 

1364/Pdt.G.2020/PA.Bms didasari pada Al-Qur‟an , Undang – Undang 

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam saja, serta juga melihat 

kemampuan dari suami. Hakim merujuk dalam Al – Qur‟an  pada Q.s. Al 

– Baqarah ayat 233 dan Q.s. At – Thalaq ayat 6 , dalam peraturan 

perundang-undangan merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang 

Nomor 1 Thaun 1974, dan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi 

Hukum Islam. Kemudian mengenai kemampuan suami, hakim menilai 

dari dua aspek , yakni kemampuan secara aktual dan kemampuan secara 

potensial. Secara aktual dalam perkara tersebut suami memiliki pekerjaan 

dan menghasilkan uang atau gaji setiap bulannya untuk menghidupi 

dirinya. Kemudian secara potensial, sang suami memiliki kondisi fisik 

yang sehat, tidak cacat , masih usia produktif dan mampu bekerja untuk 

menghasilkan uang. Selain dari dua aspek tersebu, hakim juga melihat dari 

berapa jumlah penghasilan suami, bisa saja di ambil 1/3 atau ½ dari gaji. 

Akan tetapi jika diambil ½ dari gaji tetap harus melihat potensial hasil 

kerja suami dan kebutuhan istri. Dalam perkara cerai talak Nomor: 

1364/Pdt.G/2020/PA.Bms ini, peneliti sepakat dengan putusan hakim yang 

pada akhirnya membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 

membayarkan nafkah mad}iyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

Alasan peneliti setuju dengan jumlah nafkah yang diputuskan oleh hakim 
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karena melihat dari pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan yang 

sudah dijelaskan di atas, bahwasanya nafkah sejumlah itu dinilai tidak 

memberatkan Tergugat Rekonvensi dan di anggap cukup serta patut untuk 

Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang sudah dilalaikan nafkah nya 

selama 10 (sepuluh) bulan. Sehingga keduanya sama-sama tidak dirugikan 

dan masih mendapatkan hak-haknya.  

 

B. Saran – saran 

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan 

saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan 

cara yang baik. Kewajiban tersebut harus selalu dilaksanakan, melalaikan 

kewajiban dengan tidak memberikan hak istri atas nafkahnya merupakan 

tindakan zalim. Dan jika selama pernikahan nafkah tersebut dilalaikan dan 

tidak ditunaikan maka itu dianggap hutang dan wajib untuk melunasinya. 

2. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat 

putusan suatu perkawinan, diharapkan agar dapat menjaga dan 

menjalankan tugasnya secara baik, dapat mengantisipasi adanya 

penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian, sehingga hak 

istri dapat terlindungi dengan baik, dan diharapkan dapat lebih intens 

memperhatikan hukum formil maupun materil dalam penerimaan perkara 

sampai dengan jatuhnya putusan hakim terhadap perkara-perkara yang 

diadili. 
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3. Dalam proses penegakan hukum asas keadilan merupkan hal yang sangat 

penting khususnya dalam sengketa perceraian. Dalam memutus suatu 

perkara, hakim dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai 

asas keadilan, sehingga bisa senyadarkan masyarakat agar mengerti akan 

hak dan kewajiban mereka secara baik dan benar atas apa yang telah 

ditetapkan oleh hakim dalam sebuah putusan.  
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